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Hak privasi tidaklah
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Wartawan Hilman Mattauch Sopir Setya Novanto
Dipecat Metro TV

Reporter: Zara Amelia
Editor: Istman Musaharun Pramadiba

Minggu, 19 Movember 2017 11:43 WIB

0 KOMEMNTAR

Hilman Mattauch (sebelah Setnov) dan Ketua DPR, Setya Novanto dalam peresmian areal parkir motor baru df Kompleks Parfemen, Jakarta, 6
Februari 2015, Hilman Mattauch, wartawan lepas Metro TV yang dilaporkan bersama Setya Novanto saat mengalami kecelakaan pada Kamis
g 4T

L 1alam di kawasan Permata Hijau. la menjabat sebagai Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen 2014-2016, seperiode dengan Ketua
DPR Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Metro TV memecat kontributornya, Hilman Mattauch, yang menjadi sopir dari
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan tersangka korupsi E-KTP Setya Movanto dalam kecelakaan
menabrak tiang listrik pada Kamis, 16 November 2017.

Sanksi Petugas Pajak yang Bocorkan Data
Nasabah Makin Berat

Fikd Ariyanti Shars
PO 0060

(Fuoto: Rekeningbank blog=pot)

LiputanG.com, lakarta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi, menegaskan sanksi
pidana bagi petugas pajak yang membaocorkan data nasabah dalam rangka keterbukaan
informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akan diperberat menjadi 5 tahun. Sanksi
tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga data keuangan nasabah.

"Diperberat sanksi pidananya jadi 5 tahun, sama kayak fax amnesty. Hukumannya sama kayak
penghindaran pajak atau melakukan pidana pajak,” ujar Ken saat berbincang dengan
Liputan6.com di lakarta, seperti ditulis Minggu {11/6/2017).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PME) Momor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Momor 1 Tahun 2017 tentang Akses
Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, di pesal 30 ayat (3) dan (4) disebutkan:
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(Muhamad Mufid, 2009)

Kemampuan menyimpan rahasia sebagal
erwuijudan otonomi individu

Konfidensialitas mewujudkan ruang pribadi
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f A GLOBAL INVESTIGATION

A Global Investigation

TuE PaxaMa PaPERrs

@ | Sebanyak 11,5 juta dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama,
,E' mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak disembunyikan di surga

bebas pajak. Hal ini melibatkan banyak politikus, penipu, mafia narkoba, hingga selebritas,

P miliuner dan atlet.

f_ Politicians, Criminals, and the Rogue Industry That Hides Thair Cash
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Lalu ICIJ mengajak lebih dari 100
organisasi pers dari seluruh dunia.
Tempo menjadi satu-satunya
media Indonesia yang terlibat.
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Konfidensialitas boleh dilanggar
kecuali dalam jurnalisme

Pers tidak boleh atas alasan apapun
melanggar konfidensialitas



HAK TOLAK

’/ Ad

anya kepentingan umum
yang lebih besar dari
kepentingan kelompok

-

~ Adanya ancaman serius

terhadap narasumber dan
keluarga
.}

Narasumber kredibel

N

Narasumber kompeten

WA

Berita faktual




Kekhawatiran masyarakat atas
bocornya data pribadi yang
didaftarkan Kemenkominfo dan
operator telepon.

Kasus penyalahgunaan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) dan

Kartu Keluarga (KK)

Pemerintah sebagai pengelola
negara, mesti membuat
Perundang-undangan Khusus
perlindungan data pribadi




PERLINDUNGAN

DATA PRIBADI

UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan —ketentuan Pokok Kearsipan
Arsip dalam "...bentuk corak apapun...”

UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Pasal 1: Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan
yang dibuat dan atau di terima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan
kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam
dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau di dengar.



PERLINDUNGAN

DATA PRIBADI

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 14 (2) dinyatakan bahwa salahsatu hak mengembangkan diri adalah
hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang
tersedia

UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Berkenaan dengan masalah rahasia bank, berdasarkan Pasal 40 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank di wajibkan untuk merahasiakan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya



PERLINDUNGAN

DATA PRIBADI

UU No,23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Pasal 52 ayat (2) : Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya
berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak
pasien

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 22 : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak
saham atau manipulasi (a) akses ke jaringan telekomunikasi dan atau (b)
akses ke jasa telekomunikasi dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi
khusus

Pasal 42 (1) : Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib untuk merahasikan
informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa
telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi yang di selenggarakannya



PERLINDUNGAN

DATA PRIBADI

UU ITE Pasal 26 Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang
harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan
Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang
ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini




PERLINDUNGAN

DATA PRIBADI

Penjelasan Pasal 26 Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari
hak pribadi (privacy right) Hak pribadi mengandung
pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan

pribadi dan bebas dari segala macam gangguan

2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi
dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai

3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses
informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang
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